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ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pemilik produk hasil hutan yang tidak sah, keberadaan
lingkungan yang sehat dan lestari menjadi prasyarat utama untuk mendukung kesejahteraan
masyarakat serta Pembangunan berkelanjutan. Peraturan hukum atas pengelolaan hasil
hutan yang tidak sah, khususnya pada peraturan hukum atas produk hasil hutan yan tidak
sah yang meliputi klasifikasi produk hasil hutan dan aturan hukum atas produk hasi hutan
yang tidak sah.

Penelitian hukum normatif yang sering disebut juga sebagai penelitian yang sering
dikenal sebagai penilitian kepustakaan atau studi dokumen, karena fokus utamanya pada
analisis peraturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu,
peneliti juga menerapkan pendekatan kasus (case approach) dengan cara mengkaji dan
mengamati kasus- kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang
diteliti.

Hasil penelitian ini menyatakan produk hasil hutan ilegal di Indonesia telah
lengkap melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mulai dari perizinan hingga
sanksi pidana implementasinya belum optimal akibat pengawasan lemah, kapasitas aparat
terbatas, serta penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen. Hal ini
mencerminkan kesenjangan antara norma ideal dan praktik lapangan, yang menuntut
perbaikan kelembagaan serta tata kelola secara komprehensif. Penjatuhan pidana terhadap
pemilik atau penguasa hasil hutan tanpa dokumen sah, sebagaimana diatur Pasal 12 huruf
d dan Pasal 83, menjadi instrumen krusial untuk menjaga kelestarian hutan, dengan sanksi
penjara, denda, perampasan barang, dan pencabutan izin, yang diperluas melalui Pasal
juncto KUHP untuk menjerat seluruh rantai pelaku secara efektif.

Kata kunci: Penegakan hukum, Produk hasil hutan.
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ABSTRACT

Law enforcement against owners of illegal forest products and the existence of
a healthy and sustainable environment are key prerequisites for supporting
community welfare and sustainable development. Legal regulations on the
management of illegal forest products, particularly legal regulations on illegal forest
products, include the classification of forest products and legal regulations on illegal
forest products.

Normative legal research, often referred to as literature research or
document study, focuses primarily on the analysis of written regulations and other
legal sources. The methods used in this research include the statute approach. In
addition, researchers also apply the case approach by examining and observing
cases related to the legal issues being studied.

The results of this study indicate that illegal forest products in Indonesia are
fully covered by Law No. 18 of 2013, from licensing to criminal sanctions, but its
implementation has not been optimal due to weak supervision, limited capacity of
officials, and abuse of authority and document falsification. This reflects the gap
between ideal norms and field practices, which requires comprehensive institutional
and governance improvements. The imposition of criminal penalties on owners or
controllers of forest products without valid documents, as stipulated in Article 12
letter d and Article 83, is a crucial instrument for preserving forests, with sanctions
including imprisonment, fines, confiscation of goods, and revocation of permits,
which are expanded through the Criminal Code to effectively prosecute the entire
chain of perpetrators.

Keywords: Law enforcement, Forest of products.
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